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Abstrak
 

Asuransi kerugian akibat hum hara adalah suatu klaim kerugian yang dialami oleh tertanggung yang

diakibatkan oleh suatu peristiwa yang terjadi pada saat adanya huru hara pada lokasi obyek yang

diasuransikan. Landasan hukum untuk menyatakan bahwa suatu peristiwa dapat dinyatakan sebagai huru-

hara adalah dengan adanya pernyataan dari pemerintah setempat tentang adanya penghentian kegiatan

pemerintahan yaitu kantor-kantor clan atau adanya sekolah diliburkan.

Hal yang sangat mendasar yang membedakan antara asuransi kerugian akibat hum-hara dengan asuransi

kerugian yang lain adalah, bahwa asuransi kerugian akibat huru-hara merupakan perluasan jaminan (jaminan

tambahan) dari polis asuransi kerugian yang dipegang oleh tertanggung. Seseorang tidak bisa mendapatkan

perluasan jaminan, tanpa memiliki polls asuransi kerugian terlebih dahulu. Polis asuransi kerugian tersebut,

bisa berupa polis asuransi kendaraan bermotor dan atau kebakaran. Untuk mendapatkan perluasan

pertanggungan yang dijamin oleh Klausula 4.1. B, seorang tertanggung diharuskan membayar premi

tambahan (lebih) dibanding premi asuransi kerugian yang lain. Tambahan premi ini merupakan syarat

khusus dalam perjanjian asuransi kerugian akibat huru-hara.

Dalam upaya untuk melindungi kepentingan konsumen (tertanggung) yang sexing didudukkan pads posisi

yang lemah dalam mempertahankan hak clan kewajibannya dalam kontrak terhadap posisi pelaku usaha

(penanggung) yang umumnya menduduki posisi yang sangat dominan, maka dalam Pasal 18 UU No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur tentang larangan penggunaan klausula baku

dalam perjanjian. Pasal 18 UUPK ini harus dengan secara jelas disosialisasikan pada dunia asuransi untuk

dapat dijadikan landasan perancangan kontrak asuransi walaupun tetap diajukan dalam bentuk draft polis

asuransi yang telah tercetak. Khususnya dalam suatu draft kontrak tercetak yang diajukan kepada pihak

konsumen untuk ditandatangani, dimana sebenarnya sebelum langkah penandatanganan kontrak tersebut ,

konsumen mempunyai hak dan kewajiban untuk membaca dan memahami bahkan melakukan perubahan

terhadap draft kontrak yang tercetak. Namun demikian situasi dan posisi pihak konsumen cenderung berada

dalam posisi sulit untuk melakukan perubahan kontrak. Dilain pihak para pelaku usaha menyatakan sudah

memberikan auk-up waktu clan informasi kepada pihak tertanggung untuk membaca dan memahami draft

polls asuransi yang diajukan.

Pada umumnya pihak tertanggung atau konsumen biasanya tidak menggunakan penyelesaian sengketa

dalam perjanjian asuransi berdasarkan ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 52 UUPK melalui

lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen, Sengketa antara pelaku usaha (penanggung) dengan pihak

konsumen (tertanggung) biasanya diselesaikan melalui lembaga peradilan dengan menggunakan KUHD

maupun ketentuan lain di bidang Asuransi seperti UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransi dan

peraturan pelaksananya yaitu PP No. 73 Tabun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
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